BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,
aman sejahtera, sehat lahir dan batin di Kabupaten
Tanah Bumbu diperlukan prasyarat dasar yakni
terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

b. bahwa tata kehidupan yang teratur, tertib dan disiplin
seluruh masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaiaman diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1)
huruf e Peraturan Pmerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, bahwa Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5475);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4275;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4275);

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3177);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 705);

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
06 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman
Beralkohol,;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21

Tahun 2017 tentang Penanggulangan Prostitusi (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 100);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Menetapkan :

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom

Bupati Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah
dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan
teratur.

Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana
pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara
aman, nyaman dan tenteram.

Tempat umum adalah prasarana dan/atau sarana yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan
yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk di
dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik
daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat
perbelanjaan.

Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk
melakukakn  kegiatan-kegiatan  perdagangan, industri,
produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen
yang berkenaan dengan perusahaan.



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari
ruang terbuka hijau kota yang diatasnya terdapat pohon dan
atau tanaman yang mempunyai fungsi tertentu dan ditata
serasi dan teratur dengan menggunakan material taman,
material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi
areal penyerapan air.

Fasilitas Umum adalah Sarana dan prasarana yang
disediakan oleh Pemerintah yang digunakan untuk
kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-
hari.

Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka hijau kota
yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan
oleh Pemerintah Daerah.

Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
tidak melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, bafdan usaha milik negara
(BUMN), badan usaha mililk daerah (BUMD) dengan nama
dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk
tertentu yang mengandung unsur keramaian, pertunjukan,
permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati
oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk dan jenis
apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau
mempergunakan fasilitas yang disediakan dapat dengan
dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

Keramaian adalah suatu acara yang diadakan oleh
warga/penduduk atau panitia atau organisasi tertentu dan
acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan tertentu.

Rumah kos adalah rumah yang penggunaannya sebagian
atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan oleh
pemiliknya dengan jalan menerima penghuni pemondokan
minimal satu bulan dengan memungut uang pemondokan.

Norma kesusilaan adalah norma yang mengatur hidup
manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati
nurani manusia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dangan Perda.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum
penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan
pemerintahan daerah yang efektif, efisien, kondusif dan dinamis
serta partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat yaitu:

a. sebagai dasar hukum melaksanakan tugas operasional;

b mendorong terwujudnya peningkatan kinerja instansi
pemerintahan daerah; dan

c. mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dalam
menjalankan kegiatan/usaha.

Pasal 4

Ruang lingkup ketertiban umum meliputi:
tertib tempat umum dan tempat usaha;
tertib lingkungan tempat tinggal;

tertib sosial;

tertib tempat hiburan dan keramaian;
tertib ibadah;dan

tertib peran serta masyarakat;

™ R0 TP

BAB III
KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Tertib Tempat Umum dan Tempat Usaha

Pasal 5

(1) Setiap orang atau Badan dilarang menempatkan atau
memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-
umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah
jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan
penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon
dan tempat umum lainnya.

(2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera,
spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah
mendapat izin dari Bupati.

(3) Setiap orang atau Badan yang menempatkan atau memasang
sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mencabut serta
membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

(4) Setiap orang atau Badan dilarang meletakkan bahan
bangunan dan/atau bahan bekas bangunan di jalan yang
dapat mengganggu lalu lintas umum.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 6

Setiap kegiatan usaha wajib mengutamakan keselamatan,
kenyamanan dan menjaga ketertiban umum @ serta
ketentraman masyrakat.

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan yang
menimbulkan dampak debu, mengotori, merusak jalan,
keresahan dan gangguan di masyarakat wajib untuk
mencegah, meminimalisir dan menekan dampak yang
ditimbulkan.

Pasal 7

Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha rumah kos
harus dilengkapi izin dari Bupati.

Setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan penghuninya
kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun
Tetangga setempat secara berkala.

Pasal 8

Dilarang membuat gaduh disekitar tempat tinggal atau membuat
sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.

Bagian kedua
Tertib Lingkungan Tempat Tinggal

Pasal 9

Dilarang bermain layang-layang di jalan umum dan taman
kecuali tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 10

Setiap orang atau Badan Usaha yang memelihara hewan
wajib membuat kandang hewan dan dilarang melepas serta
membiarkan hewannya lepas hingga berkrliaran di jalanan
yang dapat merusak pemandangan dan membahayakan lalu
lintas umum dan mengganggu lingkungan.

Badan Usaha yang memelihara hewan wajib membuat tempat
khusus yang dilengkapi dengan dokumen dan kajian
lingkungan.

Bagian Ketiga
Tertib Sosial

Pasal 11

Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan
yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di
fasilitas umum.

Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan
sosial dan kemanusiaan pada tempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati.



Pasal 12

Setiap orang dilarang:

a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, anak punk
dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum; dan

b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen,
pedagang asongan, anak punk dan / atau pengelap mobil di
fasilitas umum.

Pasal 13

(1) Setiap orang yang berkunjung lebih dari 1x24 (satu kali dua
puluh empat) jam atau bermalam wajib melaporkan diri
kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.

(2) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala
Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat
secara berkala.

Pasal 14

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang melanggar
nilai-nilai dan norma kesusilaan ditempat umum.

Pasal 15

(1) Setiap orang yang tinggal dan menetap di daerah wajib
memenuhi persyaratan administrasi kependudukan
sebagaimana  ditetapkan dalam ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Setiap suami istri yang tinggal dan menetap di daerah wajib
memiliki akte perkawinan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 16

(1) Setiap orang atau Badan dilarang menyelenggarakan tempat
usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah
mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau
memberikan kesempatan kepada para pelanggan/konsumen
untuk melakukan selain dari izin yang dimiliki.



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Setiap orang atau Badan dilarang menyelenggarakan
permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan
pemukiman tanpa izin.

Pasal 17

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan keramaian
yang bersifat umum dilarang menyediakan dan/atau
memperjual belikan minuman beralkohol.

Setiap orang yang berada dalam keramaian yang bersifat
umum dilarang membawa dan/atau mengkonsumsi
minuman beralkohol.

Bagian Kelima
Tertib Ibadah

Pasal 18

Setiap orang atau Badan wajib menghormati pelaksanaan
kegiatan ibadah umat beragama.

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penghormatan
kegiatan ibadah umat beragama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 19

Setiap anggota masyarakat dapat berperan serta untuk
melaporkan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah.

(1)

(2)

(1)

Pasal 20

Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum
pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk
rasa dan/atau pengerahan massa.

Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan/atau
sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat,
unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di
jalan, jalur hijau, aliran sungai, lahan/ruang milik
perorangan dan tempat umum lainnya.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum  dilakukan  Bupati, yang dalam



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

pelaksanaannya dilakukan oleh satuan kerja perangkat
daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung
jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum bersama perangkat daerah terkait lainnya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui
kegiatan:

a. sosialisasi produk hukum daerah; dan

b. bimbingan dan penyuluhan kepada badan usaha,
masyarakat dan aparat.

Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum dilakukan oleh organisasi perangkat daerah
yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam
bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama
organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

Pasal 22

Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan
terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dapat
melaporkan kepada petugas yang berwenang.

Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap
laporan yang disampaikan oleh orang.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Semua pembiayaan terhadap pelaksanan Peraturan Daerah
ini bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Pemerintah Daerah wajib untuk mengalokasikan anggaran
dari APBD untuk Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat di Daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan
keuangan daerah.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18,
Pasal 19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian tetap kegiatan;

e. pencabutan sementara izin;

f. pencabutan tetap izin;

g. denda administrasi; dan/tau

h. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.

Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, dengan besaran paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi berupa
perintah untuk mengembalikan pada keadaan dan atau
kondisi semula.

Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disetor ke Kas Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk
melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah
sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda
pengenal diri;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;



h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya pada Pengadilan Negeri melalui Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum
Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan
ayat (5), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Pasal 17 dan Pasal 21dikenakan
ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tindak pidana pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) apabila dalam masa kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1),
Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2007 tentang



Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11) dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin

pada tanggal 18 September 2018

Plt. BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 18 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd
ROOSWANDI SALEM
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e menyatakan
bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
adalah berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat.

Upaya mewujudkan ketertiban umum harus diarahkan guna
pencapaian kondisi yang aman, tertib, teratur dan kondusif bagi tata
kehidupan masyarakat yang terus berubah, berkembang dan dinamis
sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang terjadi dimasyarakat guna
mengantisipasi dan menjawab setiap persoalan dan tantangan ke depan
baik dilingkungan pemerintahan maupun masyarakat khususnya terkait
dengan upaya mewujudkan ketertiban umum.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan
implementasi terhadap  penyelenggaraan  ketertiban umum  dan
ketenteraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam Peraturan Daerah ini
diatur setiap aspek tata kehidupan masyarakat yang memuat substansi
yang dirancang untuk dapat mewujudkan kondisi ideal sesuai dengan
norma dan kaidah berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam
naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa substansi terkait
ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
tertib tempat umum dan tempat usaha;
tertib lingkungan tempat tinggal;
tertib sosial,
tertib tempat hiburan dan keramaian;
tertib Ibadah;dan
tertib peran serta masyarakat;

mo a0 o

Peraturan Daerah ini mempunyai fungsi yang sangat strategis dan
penting untuk mendorong dan memotivasi tumbuhnya budaya disiplin
masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten
Tanah Bumbu yang sejahtera, maju, aman, sehat lahir batin (maslahat)
yang dibangun berdasarkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif seluruh
komponen masyarakat guna membangun masyarakat yang sadar hukum.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi
jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan
tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab
seluruh komponen masyarakat, baik secara perorangan maupun badan
untuk secara sadar dan pro aktif ikut serta menumbuhkan dan memelihara
ketertiban.



II.

Oleh karena itu upaya pencegahan dan penegakkan terhadap potensi
pelanggaran dan pelaku pelanggaran perlu dilakukan secara bersamaan dan
dilakukan secara terus menerus, konsisten dan konsekuen oleh Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan tetap
mengedepankan asas profesionalitas, proporsionalitas dan humanitas
sesuai perundang-undangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)
yang dimaksud “tempat umum lainnya” adalah sarana yang
diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, swasta atau
perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat baik secara
sementara maupun terus menerus.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
yang dimaksud “secara berkala” adalah melapor secara rutin kepada
Desa/Lurah melalui ketua Rukun Tetangga jika menerima penghuni
baru.

Pasal 8
yang dimaksud “membuat gaduh” adalah menimbulkan keributan
dan/atau kebisingan.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.



Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
yang dimaksud “secara berkala” adalah melapor secara rutin kepada

Desa/Lurah melalui ketua Rukun Tetangga jika menerima tamu
lebih dari 1 x 24 jam.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
ayat (1)
usaha kuliner dimaksud adalah restauran, rumah makan, depot
makan, kedai makan, cafe/cafeteria, warung makan dan sejenisnya.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.



Pasal 23
ayat (1)
yang dimaksud “sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku “ adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
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